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Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum  tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, bagaimana  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan alat pengumpul data adalah  penelitian kepustakaan seta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[image: image1.jpg]LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (4
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ABSTRACT

Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights
s0 that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with
their human dignity, and receive protection from violence and discrimination. The
problems in this thesis are how the law regulates the crime of sexual violence
against children in Indonesia, how the law is enforced against perpetrators of
crimes of sexual violence against children, and how legal protection is provided for
children as victims of crimes of sexual violence. This research is a descripiive
analytical study that orients toward normative juridical research, The data sources
in this study are secondary data, and the data collection tool is library research,
which is analyzed qualitatively. Based on the research results, it is known that the
legal provisions for criminal acts of sexual violence against children are regulated
in Article 76 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which states
that everyone is prohibited from committing violence or threats of violence, forcing,
using trickery, carrying out a series of lies, or persuading children to commit or
allow indecent acts 1o be committed. Law enforcement against criminal acts of
sexual violence against children is subject to sanctions based on Article 82
paragraph (1) in conjunction with Article 76E of Law Number 35 of 2014
concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection
with criminal sanctions in the form of imprisonment for a minimum of 3 (five) years
and a maxinum of 15 (fifieen) years, and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000, -
(five billion rupiah). Legal protection for victims of gender-based sexual violence
in the distribution of pornographic content is that victims will be given guaranteed
rights 1o handling, protection and recovery. Fulfillment of victim's rights is a state
obligation and is implemented according to the conditions and needs of the victim.
Specialized institutions that provide support for victims of electronic-based sexual
violence include LPSK officers, health workers, psychologists, social workers,

:f and other advocates. Victims of electronic-based sexual violence
erience and feel the impact of the harm caused by the perpetrator’s
fore are entitled to compensation guaranteed by Law Number 12
h of restitution.
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 Penegakan hukum terhadap  tindak pidana kekerasan seksual teerhadap anak dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender dalam penyebaran konten pornografi adalah korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain petugas LPSK, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik tentu saja mengalami dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku, sehingga korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitus
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